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kab) Ketapang menerima
daftar isian pelaksanaan
anggaran (DIPA), dan peng-

‘hargaan wajar tanpa pe-

ngecualian (WTP) terhadap
laporan realisasi keuangan
tahun 2015. :

Penghargaan diserahkan
Gubernur Kalbar, Corne-
lis, kepada Bupati Keta-
pang, Martin Rantan di
Balai Petitih Kalbar, Sela-
sa (13/12). Bupati merasa
bersukur dan berterima-
kasih terhadap penghar-
gaan itu.

“Ini menunjukan pres-
tasi yang baik dari selu-

' ruh satuan kerja perang-
. kat daerah (SKPD-red) di

Ketapang. Saya ucapkan
terima kasih dan penghar-

. gaan tinggi atas presta-

si pengelolaan keuangan

- yang baik tersebut,” kata

Bupati usai menerima
penghargaan itu.
Namun menurutnya tu-

gas Pemkab Ketapang ke
depan tentu akan diha-
dapkan pada tantangan
yang semakin berat. Se-
hingga harus lebih ber-
hati-hati menggunakan
anggaran terutama dalam
hal memberikan pelayan-
an publik. :

“Jadi kepada segenap
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SERAHKAN PENGHARGAAN - Gubernur Kalbar, Cornelis
menyerahkan DIPA dan memberikan penghargaan WTP kepa-
da Bupati Ketapang, Martin Rantan di Balai Petitih Kalbar,
Selasa (13/12). :

SKPD, agar terus me-
ningkatkan kompetisi
kerja secara profesional
mengelola keuangan da-
erah. Lakukan secara
transparan, akuntabel
dan mampu memberikan
pelayanan kepada masya-
rakat dengan baik,” ung-
kapnya.

: P;;nliab. Ketapang Raih WTP dar? DIPA

Sebab itu Bupati menga-
jak semua pihak terutama
kepada pengguna anggar-
an, kuasa penggunaan ang-
garan dan siapa pun yang
berhubungan dengan keu-
angan negara dapat menja-
lankan amanah keuangan
negara .

Semuanya harus ber-
sama-sama mengoptimal-
kan dana yang bersumber
dari transfer ke daerah.
Harus digunakan lebih pro-
duktif untuk belanja infra-
struktur daerah dan lain se-
bagainya. Tujuannya demi
mengoptimalkan pemba-
ngunan.

“Hal ini tentu langsung
terkait dengan percepat-
an pembangunan untuk
fasilitas pelayanan publik
dan ekonomi. Pengguna-
an dana alokasi khusus
harus benar-benar sesuai
peruntukannya yakni pa-
tut dan prioritas dilaku-
kan secara benar,” ucap-
nya. (*/band)
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